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ABSTRAK

Penelitian ini  bermaksud mengetahui upaya penguasa desa dalam
peningkatan pelayanan administrasi bagi masyarakat Desa Kambingan Kecamatan
Tumpang Kabupaten Malang. Eksplorasi ini merupakan sebuah eksplorasi dengan
program kualitatif yang bersifat deskriptif. Cara pengumpulan data yang dipakai
dalam penelitian ini ialah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Cara
analisis data meliputi; pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan
penegasan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan penelitian dan penjabaran
maka penelaah menarik kepastian bahwa; (1) Upaya yang dilakukan penguasa Desa
Kambingan dalam melayani kebutuhan masyarakat khususnya, dengan terus
menerus memberikan informasi kepada masyarakat, selain itu juga mengayomi
penduduknya di segala usia dan menjalin komunikasi yang baik dengan
masyarakat, sehingga masyarakat Desa Kambingan dapat menikmati kemudahan
pelayanan administrasi pemerintah Desa.

Tugas utama pemerintah Desa Kambingan dalam mengembangkan pelayanan
terhadap masyarakat; adalah mendorong dan membina hubungan baik antara
lembaga atau instansi dengan publik interen maupun eksteren, dalam menanamkan
pengertian, mengembangkan inspirasi dan dukungan publik dengan membuat
inspirasi serta kerjasama publik dalam menciptakan iklim pelayanan yang baik; (2)
variebel-variebel yang mempengaruhi  kualitas pelayanan administrasi
kependudukan pada Kantor Desa Kambingan dalam menyelesaikan pelayanan
ialah; berupa sarana maupun prasarana yang kurang memadai serta hambatan yang
berasal dari masyarakat karena tidak adanya waktu luang masyarakat sehingga
membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mensosialisasikan kebijakan-
kebijakan pemerintah desa. Selain itu, belum adanya SDM yang berkompeten
bidang pelayanan masyarakat di Desa Kambingan. Saran yang dapat diberikan
kepada Kepala Desa Kambingan agar terus mempertahankan dan meningkatkan
kualitas pelayanan serta berupaya menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana
supaya pelayanan yang diberikan lebih efektif dan maksimal.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pelayanan Administrasi, Masyarakat Desa
Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
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1.1 Latar Belakang

Pada tingkat desa tugas pemerintah desa fundamental buat perkembangan
satu desa, pemerintah desa memegang peranan esensial ketika melayani warga
gampong sambil memajukan kualitas pelayanan atas warga dalam melayani
keperluan warga tugas pemerintah desa penting diperlukan dalam melaksanakan
warga yang bertumbuh serta tentram.

UUD Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan umum, mengatakan bahwa
pelayanan umum adalah rangkaian pekerjaan dalam rangka pemuasan keperluan
pelayanan selaras dengan aturan undang-undang untuk tiap rakyat negara serta
warga atas barang, jasa serta pelayanan manajemen disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk mewujudkan
sistem penyelenggaraan pelayanan umum yang pantas dan penyelenggaraan
pelayanan umum selaras dengan aturan undang-undang yang berlaku (Undang-
Undang No.25 Tahun).

Berdasarkan UUD Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dinyatakan bahwa
penguasa desa bertanggung jawab mewariskan serta mengembangkan pelayanan
untuk warga serta dalam pelaksanaan perannya, penguasa desa bertanggung jawab
mengusahakan manajemen penguasa yang benar serta melakukan pilar tata
penguasa desa yang terbuka tidak terlepas dari tugas pelaksanaannya administrasi
penguasa itu sendiri, yang dapat dilakukankan dalam mengawasi segenap kegiatan

pemerintahan, perbaikan dan masyarakat.



Menurut Marzihan, (2013:8) pemerintah desa ialah organisasi pemerintah
yang terendah serta mempunyai inklusi wilayah yang sedikit kemudian dipercaya
bahwa pemerintah desa dapat mempertahan semua keinginan dari warga, dengan
adanya UUD Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa penguasa desa seharusnya
lebih mengembangkan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan warga yang
semangat dengan semakin naiknya taraf pendidikan, pemahaman dan keterampilan
mewajibkan pengalaman dari aparat penguasa dalam mengembangkan mutu
pelayanan untuk rakyat.

Menurut Azis, (2016) penguasa Desa di bawah pimpinan Kepala Desa
mempunyai peran melaksanakan urusan penguasa, pembangunan dan
kemasyarakatan serta melakukan kegiatan penguasa dituangkan oleh Bupati.
Dengan demikian penguasa desa melakukan tugas manajemen penguasa,
pemberdayaan warga, pelayanan warga, pengaturan keamanan dan kesopanan
publik, perawatan sarana serta infrastruktur serta penguatan lembaga warga.

Dalam melakukankan kewajiban serta tugasnya musti dapat meyakinkan
kualitas sebagai abdi warga dan abdi Negara, sebagai abdi warga petugas
penguasaan desa ialah wakil warga, namun yang terjadi pada tingkat pemerintahan
paling bawah adalah desa atau kecamatan ternyata banyak terjadi insiden mengenai
lemahnya pelayanan penguasa untuk warga baik secara mutu maupun nilai. Hakikat
penguasa ialah terselenggaranya tugas pelayanan untuk warga, mengenai macam
mana faktor produksi yang akan dipakai semestinya untuk keperluan warga.

Dalam sistem ini untuk menyakinkan pelayanan, maka pemerintah wajib
melaksanakan strategi untuk warga yang diladeni, warga secara umum sesekali

mengaduh para petugas pemerintah desa yang tidak paham pada keperluan warga.



Dalam mendapat pelayanan yang biasa warga acap kali mengalami kesusahan,
contohnya tata cara yang sulit, pemerintah desa kurang sadar untuk
mengembangkan kemampuan serta mengubah tata cara kerja.

Ada kecondongan otoritas pemerintah desa menjaga status quo, kemudian
menumbuhkan kesan warga bahwa berurusan dengan pemerintah desa (birokrasi)
berarti berhubungan dengan sistem yang bertele-tele disisi lain cara sukar diikuti
oleh keperluan individu serta dijadikan barang yang dipasarkan dalam keperluan
diri sendiri maupun kelompok Komoroditomo, (2001).

Idealnya, otoritas pemerintah desa menawarkan pelayanan kepada warga
selaras keperluan warga, sebenarnya pemerintah desa tidak dapat melakukan
pekerjaan pemerintahan dengan benar, terlepas dari kelebihan petugasnya, serta
alasan bahwa tidak semua warga mengetahui keperluan dirinya kemudian warga
seperti yakin dengan petugas desa. Misalnya dalam memenuhi keperluan pokok
serta layanan seperti manajerial kependudukan misalnya KK, KTP, kelahiran,
pernikahan dan kematian. Hal ini terjadi karena berragam variebel, antara lain;
warga tidak mempunyai akses tentang penjelasan yang bertautan dengan kapasitas
serta tugas pemerintah desa serta programnya.

Ketiadaan informasi pada warga Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang,
Kabupaten Malang tentang tugas serta kemampuan penguasa desa, tidak tahu
tentang inisiatif penguasa desa serta tidak tahu akan keperluannya berhubungan
dengan penguasa membuat rakyat tidak cukup mendapat informasi atas usaha yang
dilakukan oleh pemerintah desa. Sedangkan hasil suatu bantuan berdasarkan pada
rasa senang orang yang membutuhkan pelayanan dapat diuraikan dengan melihat

pandangan antara pelayanan yang didapat dengan asumsi pelayanan yang normal.



Berkaitan dengan pelayanan umum, dinyatakan menitikberatkan pada
keperluan publik, menyederhanakan kegiatan publik, mempercepat pelaksanaan
masalah publik serta meneruskan pemenuhan untuk orang-orang pada umumnya.
Pelayanan publik akan berkualitas baik jika memenuhi prasyarat misalnya hak dan
tanggung jawab, tindakan masing-masing wujud bantuan publik mesti diselaraskan
dengan keadaan keperluan serta kekuatan rakyat buat membayar.

Mengingat pengaturan Undang-Undang yang bersangkutan, kelebihan sistem
keluaran serta hasil pelayanan umum ini layak mempertaruhkan ketentraman,
kedamaian, jaminan serta kejelasan hukum serta seumpama pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh biro atau lembaga pemerintah “terpaksa harus mahal”, hingga
biro atau lembaga pemerintah yang bertaut bertanggung jawab “memberikan
peluang” untuk rakyat akan turut melaksanakannya, selaras melalui peraturan
Undang- Undang yang relevan.

Berdasarkan pengamatan yang telah dibuat di Desa Kambingan, Kecamatan
Tumpang, Kabupaten Malang, sesuai penilaian penyusunan masih ada beberapa
kendala yang dialami oleh bagian fasilitas pendukung pelayanan seperti kurangnya
komputer, printer dan mesin fotocopy serta alat tulis kantor. Fasilitas sarana dan
prasarana pelayanan merupakan salah satu sudut yang mempengaruhi kualitas
pelayanan yang diberikan.

Oleh karena itu, pemenuhan fasilitas pelayanan bagi masyarakat merupakan
salah satu hal yang perlu harus diyakini dan terus dijaga, agar tidak menghambat
proses bantuan ke masyarakat. Oleh karena itu untuk memberikan bantuan yang

maksimal kepada masyarakat, pemerintah desa harus menjalankan perannya secara



langsung dan mengikutsertakan diri sesuai dengan kewajiban dan kemampuan yang

ditopang dengan infrastruktur yang kokoh dan memuaskan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melaksanakan eksplorasi

dengan merumuskan dalam sebuah judul; “Upaya Pemerintah Desa Dalam

Peningkatan Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Desa Kambingan

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam eksplorasi ini ialah:

1.

Bagaimana upaya penguasa desa dalam meningkatkan pelayanan
administrasi bagi masyarakat di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang?

Bagaimana pendukung dan penghambat pelayanan administrasi bagi
masyarakat Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten

Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan
pelayanan administrasi bagi masyarakat Desa Kambingan Kecamatan
Tumpang Kabupaten Malang

Untuk mengetahui pendukung dan penghambat pelayanan administrasi
bagi masyarakat Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten

Malang



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah tercapainya sasaran penelitian,

untuk itu kegunaan hasil penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu sebagai

berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a)

b)

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu
pengetahuan sosial dimasa yang akan datang, terutama IImu
Administrasi Publik.

Sebagai bahan informasi dan memperkaya kepustakaan dan menjadi

sumber bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

a)

b)

Menambah wawasan dan pemahaman langsung penulis tentang
seberapa efektif peran pemerintah desa dalam pelayanan administrasi
bagi masyarakat Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten
Malang

Dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan serta rekomendasi

bagi instansi terkait yang penulis jadikan objek penelitian
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